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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas 

penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. 

Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk 

menciptakan pertumbuhan ekonominya. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah 

tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang 

dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang 

dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

intra dan antar moda transportasi. Untuk memperlancar arus barang dan jasa 

guna menjunjung kegiatan perdagangan dipelabuhan, maka diperlukan adanya 

sarana pengangkutan yang memadai, yaitu pengangkutan melalui laut. 

Pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkat atau 

membawa, memuat, dan mengirim.1 Abdulkadir Muhammad mendefenisikan 

Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau 

barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis 

                                                           
1 Abdulkadir Muhammad, B, 1994, Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara, PT. 

Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 19 
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alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan 

bidang angkutan dan kemajuan teknologi.2 Menurut H.M.N Purwosutjipto, 

pengangkutan adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan 

tertentu dengan selamat.3 

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran, terdapat beberapa kegiatan usaha jasa di pelabuhan sebagai 

penunjang kegiatan angkutan laut salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat 

barang. Menurut Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 

Tentang Angkutan Di Perairan, kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan 

usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal 

di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan 

receiving/delivery. Kegiatan bongkar muat ini merupakan salah satu mata 

rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut, dimana barang yang 

akan diangkut ke kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik 

dari gudang lini I maupun langsung dari alat angkutnya. Demikian halnya 

dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan 

pembongkaran dan dipindahkan ke gudang lini I maupun langsung ke alat 

angkutan berikutnya .  

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya perusahaan 

jasa bongkar muat barang melalui angkutan laut, maka pemerintah berusaha 

                                                           
2 Abdulkadir Muhammad, Ibid hlm 19 
3 HMN Purwosutjipto, C, 2000, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5, 

Djambatan, Jakarta, hlm.10.   
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mengatur kegiatan bongkar muat barang melalui penerbitan Inpres Nomor 3 

Tahun 1991 Tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk 

Menunjang Kegiatan Ekonomi.  

 Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini 

yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan bongkar 

muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub Nomor PM 60 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Penguasaan Bongkar Muat Barang 

Dari Dan Ke Kapal.  

Perusahaan bongkar muat dalam menjalankan usahanya wajib 

mempunyai izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. Izin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Perhubungan atas nama Menteri. Perusahaan bongkar muat wajib 

melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha perusahaan bongkar 

muat. 

Dalam menyelenggaraan kegiatan bongkar muat barang melalui 

angkutan laut, perusahaan bongkar muat memiliki hak dan kewajiban dalam 

melaksanakan kegiatannya. Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal 

bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan, peralatan bongkar muat 

kapal yang digunakan dalam kegiatan opersional bongkar muat barang. 

Disamping itu, perusahaan bongkar muat juga bertanggung jawab atas 

keselamatan barang yang di muatnya sampai penyerahan kepada penerima, 

terjaminnya keselamatan dari tenaga kerja bongkar muat selama pelaksanaan 



 

   

4 

kegiatan, menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan 

kegiatan bongkar muat barang yang memadai.4 

Kegiatan usaha bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur yakni 

di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk tertambat, 

penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan 

bongkar muat barang dan peti kemas, penyediaan dan/atau pelayanan jasa 

gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, peralatan 

pelabuhan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, 

curah kering, dan Ro-Ro, penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat 

barang. 

Setiap usaha pasti memiliki resiko dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaannya, begitu pula dengan usaha bongkar muat barang angkutan laut 

yang memiliki resiko yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam 

praktek di lapangan kerusakan barang dalam proses bongkar muat barang 

masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Pemilik 

barang yang tidak mau terima dengan kejadian tersebut melakukan claim dan 

meminta ganti kerugian atas kerusakan barang-barang tersebut. 

Sejak adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

hingga saat ini permasalahan mengenai penyelenggaraan kegiatan angkutan 

laut terutama dalam kegiataan usaha jasa bongkar muat barang selalu saja 

terjadi ketidakharmonisan antara berbagai pihak yang terkait di pelabuhan, 

                                                           
4 Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 119-120.   
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diantaranya yaitu Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), 

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yang 

merupakan Badan Usaha Milik Negara selaku pengelola sebagian besar 

terminal-terminal di pelabuhan di Indonesia, serta pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Perhubungan. 

Bentuk dari permasalahan yang terjadi diantaranya terkait dengan 

masalah perizinan usaha, tanggung jawab bongkar muat barang, besaran upah 

buruh, diantara para pelaku usaha tersebut. Hal ini menjadi penting untuk 

diteliti karena kegiatan usaha jasa bongkar muat adalah jenis usaha jasa di 

pelabuhan yang sangat vital bagi kelancaran distribusi barang. 

Pertanggungjawaban dalam pengangkutan laut yang mengenai bongkar 

muat barang merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan 

hak dan kewajiban para pihak. Hal ini harus diperhatikan karena apapun 

kesalahan atau kelalaian serta bentuk wanprestasi lainnya dapat diselesaikan 

dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan 

tersendiri mengenai pengangkutan laut ini, baik yang diatur oleh dunia 

internasional maupun aturan nasional.  

Salah satu perselisihan yang sering timbul dalam pengangkutan laut 

adalah adanya kerusakan barang yang menimbulkan hak tuntutan ganti rugi 

dari pemilik barang kepada pengangkut. Timbulnya claim-claim dari pemilik 

barang berupa kerusakan barang, penting di perhatikan oleh para pihak yang 

terlibat dalam proses pengangkutan untuk dapat menentukan pihak mana yang 
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benar-benar bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi atas kerusakan 

barang tersebut. 

Ada aturan yang dapat digunakan mengenai pertanggungjawaban dan 

perselisihan pengangkutan laut dalam kegiatan bongkar muat barang yaitu 

KUHPerdata, KUHD, UU NO. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan sumber 

hukum internasional United Nation Convention The Carriage of Goods by Sea 

(The 1978 Hamburg Rules) sedangkan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 

Hamburg 1978 hingga saat ini. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul “TANGGUNG JAWAB PT. PELINDO II TERHADAP 

KERUSAKAN BARANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN 

BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR 

PADANG”. 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang 

dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk 

Bayur? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian 

bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur dan bagaimana cara 

mengatasinya?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan 

barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan 
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Teluk Bayur. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

perjanjianbongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur. 

D. Manfaat Penelitian  

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya 

manfaat yang akan di peroleh dari penelitian itu. Dengan adanya penelitian ini, 

manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Andalas.  

b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara 

ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis. 

c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan 

dan menghubungkannya dengan praktek lapangan. 

d. Agar dari penelitian ini dapat menjawab rasa keingintahuan penulis 

mengenai tanggung jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan 

barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di 

pelabuhan Teluk Bayur padang. 

2. Manfaat praktis 

a. Agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan 

bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dan 

permasalahannya. 
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b. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca 

maupun masyarakat luas menyangkut tanggung jawab PT. PELINDO 

II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar 

muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. 

c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada 

umumnya maupun di bidang keperdataan khususnya tentang tanggung 

jawab PT. PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan 

perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan. 

E. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang 

mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan 

penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-

peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian 

yang harus dilakukan dilapangan, dengan mengunakan metode dan teknik 

penelitian lapangan. 

1. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian 

hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar 

dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau 

karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. 

Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 
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teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif 

yang menyangkut permasalahan di atas, karena penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tanggung jawab PT. 

PELINDO II terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian 

bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur Padang. 

2. Sumber dan jenis data 

a. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari : 

1) Penelitian kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang 

dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait 

lainnya. Penelitian ini dilakukan pada: 

a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas 

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 

c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis. 

2) Penelitian lapangan (Field Research), yakni penelitian yang 

dilakukan dilapangan pada PT.PELINDO II (Persero) Pelabuhan 

Teluk Bayur Padang. 

b. Jenis data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

mempergunakan cara sebagai berikut : 

1) Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan di PT.PELINDO II Cabang Teluk Bayur Padang untuk 
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mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti penulis. 

2) Data sekunder terdiri dari :  

a) Bahan hukum primer 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata). 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 

3. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 14 Tahun 2002 

Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar 

Muat Barang Dari Dan Ke Kapal. 

4. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

No.A2167/AL-62/1985 Tentang Perusahaan Bongkar 

Muat Dari Dan Ke Kapal. 

b) Bahan hukum sekunder 

Kepustakaan yang berkaitan dengan tanggung jawab 

perusahaan terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan 

bongkar muat barang yang terdiri dari jurnal-jurnal, makalah, 

dan website. 

c) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, 

ensiklopedia, dan lain sebagainya. 

3. Teknik pengumpulan data  
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a. Studi dokumen yakni mempelajari dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara  adalah metode pengumpulan dengan melakukan 

tanya jawab secara lisan dengan responden. Dalam wawancara ini 

dilakukan dengan semi-terstruktur yakni disamping menyusun 

pertanyaan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang penulis lakukan. 

4. Pengolahan dan analisis data 

a. Pengolahan data 

Editing yaitu data- data yang diperoleh penulis akan di edit 

terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh 

tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan 

masalah yang sudah dirumuskan.5 Hal ini dilakukan dengan cara 

menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan 

pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar 

dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan. 

b. Analisis data  

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data 

sekunder dikemukakan dan diseleksi untuk kemudian di analisis. 

Dalam penelitian model analisis yang digunakan adalah model 

                                                           
5 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafinda Persada, Jakarta, Hlm. 125 
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analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan 

rumus statistik dan data tidak berupa angka, tetapi menggunakan 

kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan 

perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan 

yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan 

sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif dengan 

menguraikan data yang terkumpul melalui teknik yang digunakan, 

kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab dan menuangkannya 

dalam sebuah skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Demi tercapainya maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka di 

perlukan suatu sistem yang terstruktur, yakni : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Sebagaimana di setiap penelitian diawali dengan pendahuluan sebagai 

gambaran umum duduk permasalahan yang menjadi isu utama dalam sebuah 

penulisan karya ilmiah. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Dalam bab ini akan di uraikan tentang teori-teori pendapat para ahli, dan 

pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, 

antara lain tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang pengangkutan. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini akan di uraikan hasil penelitian dan analisis berdasarkan bahan 

hukum dan data yang diperoleh, yakni tanggung jawab PT. PELINDO II 

terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang 

di pelabuhan Teluk Bayur, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Teluk Bayur. 

BAB IV   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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